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BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan  

sebagai berikut: 

1.  Penerapan pidana bagi saksi pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborator) 

dalam dalam putusan Pengadilan Negeri jakarta Selatan Nomor: 

798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel berdasarkan pada Undang Undang no. 31 tahun 

2014 tentang perubahan Undang Undang No. 13 tahun 2006 tentang 

Perlindungan saksi dan Korban. Terdakwa RE terbukti melakukan tindak 

pidana turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan 

memenuhi syarat untuk menjadi Justice Collaborator serta berhak 

mendapatkan penghargaan atas bantuannya tersebut.  

Oleh karena itu, sesuai butir nomor 9 huruf c SEMA No. 4 Tahun 2011, 

hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa 

RE dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : 

1) Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus. dan/atau 

2) Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan di antara 

terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud. 

Terdakwa yang terbukti melanggar Pasal 340 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 

KUHP dijatuhi hukuman pidana 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang 

merupakan bentuk penghargaan yang diberikan berupa pidana paling ringan 

di antara pelaku lainnya dalam tindak pidana terkait.  
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Pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa RE jauh di bawah tuntutan JPU 

yang menuntut pidana penjara selama 12 tahun. Vonis ini sama sekali tidak 

menyalahi ataupun bertentangan dengan undang-undang yang berlaku terkain 

penjatuhan pidana penjara dan pasal yang diancamkan, tetapi status sebagai 

Justice Collaborator tidak serta merta menjadikan terdakwa berhak untuk di 

pidana selama 1 tahun 6 bulan. Kemudian terdapat kekosongan hukum atau 

tidak adanya aturan yang mengatur tentang batas maksimum dan minimum 

khusus bagi hakim dalam menjatuhkan pidana bagi saksi pelaku yang 

bekerjasama (Justice Collaborator). 

2.  Dalam putusan Pengadilan Negeri jakarta Selatan Nomor: 

798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel), hakim mempertimbangan dari aspek 

pertimbangan yuridis dan non yuridis, baik dari perbuatan terdakwa yang 

memberatkan maupun meringankan terdakwa.  Berdasarkan pertimbangan 

hakim yang sudah diuraikan di atas yaitu hakim dalam menjatuhkan putusan 

pada perkara ini lebih mempertimbangkan aspek non yuridis daripada aspek 

yuridis. Hal ini berkebalikan dengan yang seharusnya yaitu hakim harus 

lebih mengutamakan aspek yuridis daripada aspek non yuridis dalam 

menjatuhkan suatu putusan karena dalam  hukum pidana yang dicari dan 

digali adalah kebenaran materiil. 

B. Saran 

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka adapun saran penulis adalah  

sebagai berikut:  
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1. Perbaikan atau pembentukan formulasi pemberian penghargaan bagi  Justice 

Collaborator dalam peraturan hukum positif di Indonesia sangat diperlukan. 

Khususnya mengenai batasan pemberian keringana pidana bagi Justice 

Collaborator. Perbaikan atau pembentukan tersebut dapat dilakukan oleh 

Lembaga legislatif (DPR) dengan mengadakan perubahan terhadap 

ketentuan pidana Undang Undang no. 31 tahun 2014 tentang perubahan 

Undang Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan Korban 

atau dengan mengeluarkan undang undang khusus yang sejenis yang 

mengatur tentang batasan pemberian penghargaan atau keringanan pidana 

bagi  Justice Collaborator. 

2. Kepada seluruh lembaga dan institusi negara yang menjalankan kekuasaan 

dan fungsi yudikatif negara Indonesia hendaknya menjalankan tugasnya 

sebagaimana mestinya terutama terhadap aparat penegak hukum yang 

melakukan tindak pidana baik itu tindak pidana ringan maupun berat. Para 

aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana berat hendaknya 

dijatuhi hukuman berat dan diberhentikan secara tidak hormat dari 

jabatannya karena sudah tidak pantas lagi menjadi penegak hukum sehingga 

memberikan efek jera bagi pelaku dan peringatan  bagi aparat lainnya.
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